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Panmnsus Bisa
FPamnggil Palcsa

Bos Jivwasrava

FJAKART A - Pos P'T Asuuransi Jivwwasrava bisa di—
ranggil bila panitia khusus (pansus) terealisasi.
Itulaih wvang rmenjadi salah satu alasan Partai
Dermolirat dan PKS ngotot memperjuangkannya.
Narmun, rmenuriat PIDI Perjuangan justru bulkan
suatul yvanmng menjadi urgensi.

AngEota Fraksi PKS DPRE ORI ahmmad Dirmavati
MMNatakusurmnabh mengatkan, Mmeski suadah ter—
EsEabung dalam anggota Panita Kerja (Panja)
dalarnm kasus skandal Jivwasrayva, dirinya rmernan—
dang permbahasan kasus itu lebih bailk dibuat
dengan pansus.

CtSebertulrava kalau
rrmrall ymelilrat pan —
sus lebilhh oke! Savyva
jusa anggota panja Adi
kormisi hulcurm (Korni—
=i I, Red),” ujarnava
dalarm diskusi berterma
*Tarilk Ulur Pansus Ji—
wrasraya, Siapa valnig
Berlkepentingan<® di
MMedia Center, {Ge —
dung Nusantara IIT,
Homplelks Parlemmein,

T N L e

Ahrmad Dimmyati Natakususrnah

Semnavar, Karmis (2o, 20

Angeota Komisi I1IT ID2PR ORI itu rengatakan,
sebetulnya kedua tizm baik itu panja Toaupun
Pansus sarna—-sayna bagus. Namun, jika dibentuk
Pansus maka bos Jivwasrava alkan dapat dipang—
=il secara palksa.

“JTadi kalau pansus adalah alat kelenglkapan de—
Trarn yang setara dengan komisi tapi sifatmniva se—
mentara, kalau panja lewat ke komisi, bedanyva
panja tidalk bisa mmermalrsa tapi kalau pansus ada
dalarm tatib, vang bersifat memalsa . jelasniva.

Angesota Fraksi Partai Demolzrar DDPR RI Syvarief
Hasamn memiinta pitmpinan DPR harus segcera
mmermnproses usuilan permbentukan Panisus Ji—
Wwasrayvya sesual aturan perundang—undangan
vwang berlalu.

TAakil Ketuaa IWVIiPR RT itu mengaloua, secara poli—
tis, langlhkah permbentukan Pansus Jivwasrava
2akan banyvak mengalarmi hambatan marnan
Proses yangzg sudah berjalan harus diproses oleh
Pimmpinan DPR._
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““"Kami berharap agar usulan pembentukan
Pansus Jiwasraya yang sudah diterima pimpinan
DPR betul-betul diproses sesuai dengan tata
tertib yang khita sepakati bersama,” kata Syarief.

Dia menjelaskan, sesuail aturan di UL Nomor 2
tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(U MD3), semua surat yvang masuk harus di—
bacakan di rapat paripurna dan kalau berkai-—
tan dengan komisi, untuk kelanjutannya harus
dibawa ke Badan WMusyawarah (Bamus) DPR.

Svyarief mengatakan, setelah usulan pembentu-—
kan pansus tersebut diajukan ke pimpinan DPR,
sampail saat ini cenderung tidak ada perkem-—
bangan atau ‘mandek’. “Kami tahu pasti bahwa
hanva dengan dua fraksi, kalau toh nanti di
suatu saat proses tersebut dilanjutkan ke Rapat
Paripurna, tentu kami tahu pasti ini akan ber—
beda, tetapi ini adalah demokrasi,” imbuhnva.

Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan
Darmadi Durianto mempertanyakan urgensi
rembentukan pansus. Angpgota Komisi VI DPR
RI itu menvatakan, pembentukan Pansus Ji—
wasraya itu kKini masily menjadi wacana di PR,
“Sebetulnya kami melihat bahwa urgensinvya apa
kalau pansus? Sasarannya apa?,” kata Darmadi
vang juga hadir dalam acara diskusi itu.

Darmadi menjelaskan, untulk Fraksi PDI Per-—
juangan jelas urgensi menvelesaikan kasus Jiwas—
rava itu ialah untulk menvelamatkan dana nasa—
bah. Ada 5.1 juta pemegang polis, dan pemegang
saving plan sekitar 17 ribu. Jumlah dana saving
plan yvang harus ditalangi mencapai Rp6 triliun.

Sementara kebutuhan menvyelamatkan Ji—
wasraya secara keseluruhan mencapai Rp32,809
triliumn. “Jadi, vang pertama (sasarannvya, red)
adalah bagaimana dana masyarakat ini sela—
mat,"” tegas anggota Panja Jiwasraya Komisi
I DPR itua.

Sasaran kedua, lanjut Darmadi, adalah menye-—
hatkan PT Asuransi Jiwasrava (Persero). (aen)
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